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BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat konflik norma antara Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam pengaturan 

pengguguran kandungan. Konflik norma tersebut terjadi karena kedua undang-

undang sama-sama mengatur mengenai aborsi, tetapi memberikan pengaturan 

yang berbeda. KUHP menempatkan pengguguran kandungan sebagai 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sedangkan Undang-

Undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut 

dalam keadaan tertentu, yaitu karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan 

akibat perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Perbedaan 

pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

praktik penerapan hukum, khususnya bagi tenaga kesehatan dan aparat 

penegak hukum. 

2. Penyelesaian konflik norma antara KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilakukan dengan 

menerapkan asas lex specialis derogat legi generali. Undang-Undang 

Kesehatan merupakan peraturan yang bersifat khusus karena secara spesifik 

mengatur tindakan pengakhiran kehamilan beserta syarat dan prosedurnya, 
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sedangkan KUHP merupakan hukum pidana yang bersifat umum. Oleh karena 

itu, dalam hal tindakan pengguguran kandungan dilakukan sesuai ketentuan 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka 

ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan harus diutamakan sebagai dasar 

hukum yang berlaku. 

 

B. Saran 

 

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan 

sinkronisasi terhadap ketentuan mengenai pengguguran kandungan dalam KUHP 

Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan agar tidak menimbulkan multitafsir dan konflik norma dalam 

penerapannya. Harmonisasi tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum 

serta menjamin keselarasan sistem hukum nasional. 

2. Aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu memahami 

bahwa tidak seluruh tindakan pengguguran kandungan dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana. Terhadap tindakan pengguguran kandungan yang 

dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat 

perkosaan sesuai ketentuan Undang-Undang Kesehatan, perlu diberikan 

perlindungan hukum yang jelas agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan 

medis yang sah menurut hukum. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji konflik norma ini tidak hanya 

dari perspektif hukum normatif, tetapi juga dari perspektif empiris dengan melihat 

penerapannya dalam praktik pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, 
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sehingga dapat diketahui efektivitas pengaturan mengenai pengguguran 

kandungan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-

hak yang dijamin oleh hukum. 
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